GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 344 /V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN

HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUX 2019

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatar Har:
Pendidikan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2019 pada
tanggal 2 Mei 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi
Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

i, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang. Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

3. Peraturan Pemerintak Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah hbeberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturar Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Takun 2018
tentang Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN
NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendid:kan
Nasiona! Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesaiu
memunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan
melaksanakan semua agenda acara yang berkenaan dengan
Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi
Lampung Tahun 2019 pada tanggal 2 Mei 2019.
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Dalam  melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana
dimaksucd pada Diktum  Kesatu melaporkan  hasil
pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur
Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebanxan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20i9 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas endidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Publikasi
Pembangunan Pendidikan Tahun 2019 dengan Kode Rekening
1.01.1.01.01.20.05.5.2.

Hal-hal yvang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanzannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaar:. Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian Thari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Xeputusan ini akan diadakan pembetuian
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 26 #PRIL 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO RICARDO

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi :.ampung di Telukbe.ung;
. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ %44 /V.01/HK/2019
TANGGAL: 15 ApriL 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN
NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

II.

[il.

iV,

VI.

VIL.

Pembina

Pengarah

Ketua Umum
Ketua Pelaksana
Waki' Ketua
Sekretaris
Bendahara

Seksi-Seksi:

A.Upacara
Koordinator
Anggota

B.Penerima Tamiua

Koordinator

Anggota

. Gubernur Lampung

. FOKORPIMDA Provinsi Lampung

. Walikota Bandar Lampung

. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
. Rektor Universitas Lampung

. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Lampung

£2W DN~ N

Asisten Pemerintahan da:: Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung

Sekretaris  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung

Kepala Sub Bagian Umum <an Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan ikebudayaan Provirsi Lampung

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampur g

Korem 043 Garuda Hitam

1. Kepolisian Daerah Lampung

. Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra
. Pangkalan Angkatan Laut Lampung

W N

.Kepala Dinas Pemuda dan Olaisraga Provinsi
Lampung

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bandar Lampung

6. Kepala Bagian Protokol 3iro Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Provii:si Lampung

7.Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Sekreiarat
Daerah Provinsi Lampung

8. Kwarda Gerakan Praznuka Provinsi Lampung

wepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung



C.Perlengkapan

Koordinator

Anggota

D.Humas dan
Dokumentasi

Koordinator

Anggota

E.Keamanan
roordinator

Anggota

. Kesehatan
Koordinator

Anggota

G.Sekretariat/Petugas
Lapangan

Koordinator

Anggota

2, Kepala-Kepala Bidang, Kepala UPTD Kasi/ Kasubbag
dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
rrovinsi Lampung

Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

1. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

2. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Siatistik
Provinsi Lampung

Unsur JPTD Balal Pengembangan Teknologi Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampuing

Unsur Kepolisian Daerah Lampung

1. Unsur Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung

2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Kepale Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung

1. Unsur Bagian Umum hota Bandar Lampung

2. Unsur Sub Bagain Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4% /B.GS/HK/ 2019

TENTANG

PEMBENTURKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DAN PETUGAS ADMINISTRATOR FADA ORGANISAS! PERANGKAT

Menimbang : a.

Mengingat
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DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka pengelclaan pengaduan pelayanan publik
yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu
membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas
Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengacduan Online
Rakyat (LAPOR) Sistem Pengrlolaan Pengaduan Perayanan Publik
Nasional {SP4N} pada Pemerintahk Provinsi Lampung;

bahwa berdasarkan pertimbangsn scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Larnpung
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik dan Petugas Administrator pada Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun Z008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 37 Tehun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan,;

Peraturan Pemernintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nonwor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Pubhk;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road
Map Pengembangain Sistem Penoetolaan  Pelayanan Publik
Nasional,



Memperhatikan :

Menetapkan
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KEDUA

11. Peraturan Menteri Peandayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistemn  Informasi  Pelayanan  Publik
Nasional;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimena telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik (ndonesia Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Secara Nasional Bagt Pemerintah Daeralh ke Dalam
Aplikasi LAPOR!-SP4N;

MEMUTUSXAN:

PEMBENTUEKAN TIM KOORDINASI PENGELQLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIE DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik dan Petugas Administrator Pada Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Susunan
Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
1n1.

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Dikium Xesatu

mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :

a. memberikan arahan secara umum kepada Tim Administrasi
dan Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola
Pengaduan Pelayanan Pubbk Nasional {SP4N' pada
Pemerintah Provinsi Lampung; dan

b. memberikan pembinaan, kebijjakan dan petunjuk teknis
dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

2. Ketua :

a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja

pengelola dan penyelesaisn pengaduan di Satuan Kerjanya,
berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;

b. meiakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan
pengaduan;dan

c. memimpin,  mengkoordinasikan,  memonitoring  dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan
masyarakat.

3. Walkil Ketua :

a. membantu Ketua melakukan pemantauan secara berkala
atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di
Satuan Kerjanya, berdasarkan ndikator dan target yang
ditetapkan,



b. membantu Ketua melakuken svaluasi  atas Kinerja

pengelolaan pengaduan;dan

- membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memonitoring

dan mengevaluasi peloksanaan  tugas dan fungsi

penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan
masyarakat.

4. Sekretaris :
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua melakukan pemantauan

secara berkala atas kinerja pengeloia dan penyelesaian
pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan
target yang ditetapkan;

. membantu Ketua dan Waki! Ketua melakukan evaluasi atas
kinerja pengelolaan pengaduen;dan
. membantu Ketua dan Walkil Ketua dalam

mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungst penyelenggaraan dan
pengendalian pengelolasn pengaduan masyarakat.

5. Anggota :

a.

melakukan koordinasi dengan Fejabat Penghubung untuk
mengatasi kendala dalam penyclesaian pengaduan apabila
indikator dan target status pengaduan terlihat laraban;

b. merencanakan, mensinkronisasi mengkonfirmasikan
rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan
pengaduan masyarakat;

c. pelaksanaan informasi pengoduan masyarakat kepada
Perangkat I aerah dan masyarakat;

d. melaporkan kinevja pengeloiaan  pengaduan kepada
Pembina/Penanggung Jawab; da.

e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan nengaduan yang
diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

6. Tim Admin :

a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan olch
pengelola LAPOR-SP4N  di  level Nasional untuk
ditindaklanjuti;

b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan
pada Organisasi Penyejenggara/Satuan Kerja atau Pejabat
di Lingkungan masing~masing berdasarkan kategori
pengaduan;

¢. melakukan pemantavan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara
dan Organisasi Penyelenggara;

d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala
meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang di terima,
penyebab  pengaduan serta  penyelesaian  terhadap
pengaduan; dan

e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelclaan

pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untulk diteruskan
kembali apabila kategori pengaduan vang diterima tidak
sesual dengan kewenangarnya.

7. Pejabat Penghubung

a. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi
Penyelenggara/Satuan Kerja untuk ditindaklanjudti;
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b. berkoordinasi dengan umt tekms penyelenggara yang
diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;

c. menjawab pengaduan pada Organisasi
Penyelenggara/Satuan Kerja; dan

d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada
kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekelirnan datam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 APRIL 2019

GUBERNUR LAMRUNG,

M. RIDHO FICARDO

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Inspektur Provins: Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ %4% /B.0S/HK/2019
TANGGAL : 2.0 APRIL 2019

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

A. TIM KOORDINASI
I.  Pembina : L. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung

[1. Ketua ¢ Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

. Wakil Ketua ;1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Asisten Admunistrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung

IV. Sekretaris Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

V. Anggota © 1.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung
2.Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi
Lampung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

B. PENGELOLA PENGADUAN/ : . Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
ADMINISTRATOR 2. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro

Organisasi Setda Provinsi Lampung

3. Kepala Bidang Informatika Pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Lampung

4. Kepala Sub Bidang Pengolahan Jaringan
Teknologi dan  Sistemn Informasi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Lampung.

5. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Biro Humas
dan Protokol Setda Provinsi Lampung.

C. PEJABAT PENGHUBUNG : 1. Sekretaris pada Dinas dan Badan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

2. Kasubbag Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung

3. Kasubbag Umum pada Rumah Sakit Umum
Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung

4. Kasubbag Tata Usaha pada Seluruh Biro di
Setda Provinsi Lampung

5. Kasubbag Tata Usaha pada seluruh UPTD
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARPO



